SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolan Keuangan Daerah, Pasal 106 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2017 pada Bab V Angka 23 perlu segera
dianggarkan pembayaran kewajiban terhadap pihak ketiga;

bahwa selain itu adanya tuntutan dari pihak ketiga yang
menuntut pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang
sudah selesai namun belum dibayarkan pada Tahun
Anggaran 2016 serta tidak masuk dalam APBD Tahun
Anggaran 2017, jika tidak dipenuhi berpotensi
menimbulkan kerugian yang akan ditanggung oleh
Pemerintah Daerah atas tuntutan bunga keterlambatan
atas pembayaran kewajiban terhadap pihak ketiga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2017;

. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tahun 2005

11.

12.

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran
2017 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017
Nomor 5) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga dalam Pasal 1 keseluruhnya
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, semula
berjumlah sebesar Rp. 4.117.143.128.951,84 bertambah sejumlah sebesar
Rp. 346.545.312.632,00 sehingga menjadi Rp. 4.463.688.441.583,84 dengan
rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan
a. Semula Rp.3.722.381.135.499,24
b. Bertambah Rp. 32.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Rp.3.754.381.135.499,24
setelah perubahan
2.Belanja
a. semula Rp.4.117.143.128.951,84
b. bertambah Rp. 346.545.312.632,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.4.463.688.441.583,84
Surplus ( Defisit) setelah Perubahan Rp. (709.307.306.084,60)

3.Pembiayaan
1) penerimaan

c. semula Rp. 394.761.993.452,60
d. bertambah Rp. 314.545.312.632,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 709.307.306.084,60

2) pengeluaran

a. semula Rp. 0

b. bertambah Rp. 0

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 709.307.306.084,60
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0]

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 keseluruhannya berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 2

Terjadi Perubahan pada Lampiran I sebagaiman tersebut dalam Lampiran
Peraturan.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 keseluruhannya berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

Terjadi Perubahan pada lampiran II sebagaimana tersebut dalam peraturan
ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd
RITA WIDYASARI
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ttd

Ir.H.MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017
NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara




